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ABSTRAK 

 

Ananda Pradana Berutu (2023): Peran Pemerintah Desa Kota Bangun 

Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan 

Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar 

No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih 

Siyasah 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengelolaan pasar yang di kelola oleh 

pemerintah desa yang kurang optimal seperti: pedagang dan masyarakat yang 

memarkirkan kendaraan di pinggir jalan, pembangunan infrastruktur yang belum 

ada IMB dan pembangunan toilet umum serta penyediaan air bersih. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam 

mengelola pasar, apa faktor penghambat pengelolaan pasar desa,dan bagaimana  

pengelolaan pasar desa dalam perspektif fiqih siyasah. 

 Penelitian ini bersifat kualitatif yang berlokasi di Pasar Rabuan Simpang 

Dua Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Teknik 

pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan 

dokumentasi. Kemudian dianalisa menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari kepala desa, 

sekretaris desa, ketua BUMDes, dan pengelola pasar Rabuan. Sampel ialah 

keseluruhan populasi. 

Hasil penelitian diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam 

pengelolaan pasar desa sudah sesuai, seperti penyediaan lahan parkir, 

pembangunan infarastruktur kios-kios, semenisasi jalan tapak di pasar Rabuan, 

tetapi masih ada kekurangan dalam  pengelola pasar seperti masalah pedagang 

masih tidak teratur dalam memanfaatkan lahan dagangan yang telah ditempati, 

tidak adanya toilet umum yang ada di pasar Rabuan serta kurang optimalnya 

penyaluran air bersih di area pasar Rabuan tersebut. Faktor penghambat dalam 

pengelolaan pasar Rabuan yaitu kuangnya ketegasan dalam membuat kebijakan 

yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola pasar dan kurangnya interaksi 

yang terjalin anatara pengelola pasar dengan pedagang pasar. Perspektif fiqih 

siyasah tentang  peran pemerintah desa dalam pengelolaan pasar Rabuan sesuai 

dengan prinsip al-Hisbah sebagaimana lembagaa yang mengelola dan mengawasi 

pasar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayahnya yang 

terbentang dari sabang sampai merauke, terdiri atas aneka ragam suku bangsa 

dan etnis yang hampir sebagian besar memiliki pasar tradisional.
1
 Pasar 

selama ini dipahami tempat orang berjual beli,bertransaksi,dan erat 

hubungannya dengan aktivitas ekonomi. Tarik-menarik antara dua 

kepentingan, penawaran dan permintaan, antara penjual dan pembeli. 

Transaksi antara penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang.
2
 

Pasar tradisional memiliki posisi khusus didalam pemerintahan 

Indonesia karena keberadaan pasar tradisional menjadi pusat ekonomi 

masyarakat, ketergantngan pedagang kecil pada keberadaan pasar tradisional 

membuat pemerintah sebagai regulator perlu elindungi dan memberdayakan 

pasar. Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam 

memajukan pertumbuan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan 

bersaing secara alamiah karena dipasar inilah berjalannya perekonomian dan 

berlangsungnya jual beli.
3
 

Pemerintah desa mempunyai wewenang berskala desa, sehingga dapat 

menetapkan kewenangan melalui peraturan desa dalam memasukkan, 

mendirikan, menetapkan, mengurus, dan mengelola aset desa. Aset desa yang 

                                                             
1
  Rizal,dkk, Menguak Pasar Tradisional Indonesia, (Jakarta :PT.Mardi Mulyo, 2013), 

Cet-1, h. 12. 
2
  Ibid ,h. 13. 

3
  Siti Fatimah Nurhayati, Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk 

Mufakat, Dalam Jurnal BENEFIT Manajemen dan Bisnis, Vol. 18, No.1, (2014), h. 3. 
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dimiliki pemerintah desa salah satunya adalah pasar desa. Desa mempunyai 

sumber pendapatan yang di sebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) yaitu bersumber dari;  

a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 

b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;  

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;  

d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

diterima kabupaten/kota;  

e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi 

dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; 

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan  

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Sumber pendapatan asli desa salah satunya dapat berasal dari hasil aset 

desa. Aset desa tersebut dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa pada pasal 76 ayat (1) berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, 

tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, 

hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan aset lainnya yang 

dimiliki desa. Aset desa tersebut adalah kekayaan yang di miliki desa dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
4
 

Menurut Supartomo, pasar adalah pertemuan antara penjual yang 

menawarkan barangnya dengan pembeli yang meminta barang. Sedangkan 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

                                                             
4
  Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 76 Ayat (1). 
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Pengelolaan Pasar Desa dijelaskan bahwa pasar adalah tempat bertemunya 

penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana sosial budaya 

masyarakat, dan pengembangan ekonomi. Berdasarkan kedua pengertian 

tersebut dapat diketahui bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan 

pembeli yang bertransaksi dan juga sarana sosial budaya serta pengembangan 

ekonomi. 

Pasar dapat di klasifikasikan menjadi dua jenis, yakni pasar tradisional 

dan pasar modern. Kedua pasar tersebut pembeda utamanya terletak pada 

kegiatan transaksinya, kalau pasar tradisional kegiatan transaksi bersifat tawar 

Menawar sedangkan pasar modern sudah terdapat label harga pada barang 

yang dijual sehingga tidak terjadi interaksi penjual dan pembeli secara 

langsung. Selain itu pasar tradisional juga dapat di bedakan menjadi dua jenis, 

yakni pasar daerah dan pasar desa. Pembeda keduanya terletak pada pengelola 

pasarnya, pasar daerah di kelola oleh pemerintah daerah dan pasar desa di 

kelola oleh pemerintah desa. 

Pasar daerah biasanya beroperasi setiap hari, sedangkan pasar desa 

biasanya beroperasi berdasarkan siklus pasar. Siklus pasar pada pasar desa 

biasanya berputar dalam waktu satu minggu mulai hari senin sampai minggu, 

sehingga setiap harinya terdapat salah satu pasar yang pasaran. Pasar desa saat 

ini sedang di gencarkan oleh pemerintah agar perekonomian masyarakat desa 

juga berkembang. Hal tersebut karena dengan majunya pasar desa, masyarakat 

desa dapat memasarkan hasil pertanian mereka ke pasar, selain itu juga 

mereka dapat menambah pendapatan mereka dengan bekerja di pasar juga. 
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Sehingga keberadaan pasar desa tersebut dapat berkontribusi dan berguna baik 

kepada pemerintah desa maupun masyarakat desa.
5
 

Di dalam Perda Kampar No 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar 

desa dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat 

dan desa, perlu sarana perekonomian, melalui pasar desa sebagai pusat 

interaksi sosial masyarakat pedesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan 

produk-produk hasil pertanian, industri kecil di desa dan dalam rangka 

memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu 

dilakukan pembinaan dan penataan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

pengelolaan pasar desa. Berkaitan dengan pengelolaan pasar desa sesuai 

dengan Perda Kampar No 3 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 2 bahwa pendirian pasar 

desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kebaradaan 

pasar desa,pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk 

koperasi,yang ada di wilayah bersangkutan; 

2. Menyediakan  areal parkir sesuai dengan kebutuhan pasar; 

3. Menyediakan fasilitas umum yang menjamin pasar desa yang bersih, 

sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman (mushalah,MCK,tempat 

pembuangan akhir; dan 

4. Pelaksanaan pembangunan pasar desa yang bersifat permanen diwajibkan 

IMB; 

                                                             
5
  Lilis Al Quraini,Dkk, Manfaat Pasar Desa Terhadap Masyarakat dan Pendapatan Asli 

Desa Di Kabupaten Banyuwangi , Dalam Jurnal AKP,Volume 9., No.1., (2019), h. 57-58.  
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5. Mendapatkan izin dari pemerintah daerah;
6
 

Adanya Perda Kampar No 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar 

desa diharapkan masyarakat atau pedagang yang berada di kawasan pasar 

Desa Kota Bangun ini mendaptkan kenyamanan dan ketertiban dalam 

melakukan jual beli,bertransaksi,dan erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi. 

Pasar Rabuan Simpang 2 salah satu pasar yang ada di Desa Kota 

Bangun, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Pasar ini sudah ada 

pada tahun 1994 dan diresmikannya pasar ini pada tahun 1998. Pada awal 

berdirinya pasar ini hanya ada beberapa pedagang saja yang melakukan jual 

beli namun seiringnya waktu banyak bermunculan pedagang pedagang yang 

semakin bertambah hal ini pemerintah desa memiliki rancangan tentang 

pengelolaan pasar yang mana pembangunan  seperti ruko-ruko ,MCK,serta 

lahan bagi pedagang untuk berjualan dana pengelolaan  pasar ini berasal dari 

dana Desa Kota Bangun . Pasar Rabuan Simpang 2 ini terus disesaki oleh 

banyak pengunjung, terutama pada hari rabu setiap minggunya. 

Pasar yang telah dibangun dengan dana Desa Kota Bangun itu terletak 

di daerah padat pemukiman tepatnya di Jalan Pendidikan Desa Kota Bangun. 

Tidak hanya diisi oleh para pedagang dari desa tersebut saja, namun setiap 

hari rabu setiap minggunya pedagang dari daerah lain  ikut berjualan. Dengan 

ramainya pengunjung, geliat ekonomi semakin baik di desa itu, dari 

masyarakat hingga pemerintah desa bisa merasakan keuntungan dari adanya 

pasar tersebut. 

                                                             
6
  Indonesia, Peraturan Daerah Kampar No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar 

Desa , Pasal 5 Ayat (2). 
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Pembangunan pasar desa dapat terlaksana secara mandiri oleh 

BUMDesa atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau swasta. Selain 

bangunan utama pasar yang berisi lapak atau kios tempat usaha, bangunan 

pasar juga harus terpenuhi dengan sarana pendukung. Contohnya seperti 

kantor pengelola, area parkir, tempat pembuangan dan pengelolaan sampah 

sementara, air bersih, sanitasi atau drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos 

keamanan, tempat pengolahan air limbah, hydrant dan fasilitas pemadam 

kebakaran, penteraan, sarana komunikasi, serta area bongkar-muat dagangan. 

Dalam Islam, peran pemerintah sangatlah penting dalam menjaga 

pengawasan dan kestabilan pasar. Dalam amanah pemimpin harus benar- 

benar bertanggung jawab pada tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh 

masyarakat kepadanya, baik kepercayaan untuk mengella perekonomian, 

politik, ataupun urusan agama. Hakikatnya, amanah masyarakat itu adalah 

amanah Tuhan.
7
 

Terkait pentingnya amanah, Allah Swt berfirman : 

                          

                           

Artinya:  Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di 

antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. 

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.Q.S.An-Nisa 

(4): 58. 
 

Menurut M.Quraish Shihab terkait ayat di atas, ketika memerintahkan 

menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan 

                                                             
7
 Sifuddin Herlambang, PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN DALAM AL-QUR’AN 

Sebuah Kajian Hermeneutika(Meluruskan Salah Paham tentang Memilih,Mematuhi,dan 

Memakzulkan Pemimpin), (Pontianak : AYUNINDYA, 2018), Cet-1, h. 57. 
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kepada ahliha yakni pemiliknya,dan ketika menetapkan hukum dengan adil, 

dinyatakannya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Ini 

berarti perintah berlaku adil itu ditujukan kepada manusia keseluruhan. 

Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan 

ditegakkan taanpa membedakan agama, keturunan atau ras.
8
 

Berdasarkan Observasi (pengamatan) Peneliti dengan mengunjung 

pasar tersebut, Permasalahan yang terjadi pada Pasar Rabuan Simpang 2 Kota 

Bangun Pada satu tahun terakhir  ini ialah: 

1. Karena berada di daerah jalan dan ruko yang berdekatan dan padat 

penduduk, sehingga banyak  masyarakat dan pedagang memarkirkan 

kendaraannya di persimpangan jalan ataupun di depan ruko dan hal ini 

yang menyebabkan kemacetan di pasar itu terjadi.  

2. Kemudian penyediaan air bersih di Pasar Rabuan  tidak tersedianya air 

untuk digunakan,yang mana penyediaan air ini harusnya dapat 

dimanfaatkan bagi warga ataupun pedagang yang ada di Pasar Rabuan  

Simpang 2 tersebut. Kebersihan daripada tempat umum dalam hal ini toilet  

yang ada di Pasar Rabuan Simpang 2 Kota Bangun tidak bisa dinyatakan 

layak untuk dipakai seperti contohnya aliran penampungan septic tank 

yang apabila cuaca hujan mengeluarkan aroma yang bau yang membuat 

warga tidak nyaman. 

Hal ini perlu adanya tindakan dari pemerintah Desa Kota Bangun 

dalam mengupayakan pengelolaan pasar desa sesuai dengan Perda Kampar No 
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  M. Quraish Shihab, TAFSIR AL-MISHBAH:Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an 

Jilid 2, (Tanggerang Selatan : Lentera Hati, 2016), Cet-1, h.481. 
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3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa. Permasalahan tentang  

pengelolaan pasar Desa Kota Bangun sesuai dengan Perda Kampar No 3 

Tahun 2015 ini berkaitan dengan fiqh siyasah dusturiyah yang mana fiqh 

siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan 

rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam 

masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya 

dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut 

oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama 

dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.
9
 

Oleh karna itu, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam 

mengenai „PERAN PEMERINTAH DESA KOTA BANGUN DALAM 

PENGELOLAAN PASAR RABUAN SIMPANG DUA (SP 2) 

BERDASARKAN PERDA KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2015 

TENTANG PENGELOLAAN PASAR DESA MENURUT PERSPEKTIF 

FIQIH SIYASAH’ 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitin yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang 

dari topik yang dibicarakan,maka penulis memberi batasan permasalahan pada 

peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan 

Simpang 2, Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Pengelolaan Pasar 

Rabuan Simpang 2 Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten 

                                                             
9
  H. A Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47. 
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Kampar, serta Perspektif Fiqh Siyasah Dalam peran Pemerintah Desa Kota 

Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang 2. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Dalam penyusunan skripsi ini agar gambaran yang dibahas tidak 

kabur, maka perlu kiranya penulis merumuskan tentang masalah yang akan 

diteliti, dibahas dan diuraikan dalam skripsi, yaitu :  

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar 

Rabuan SP 2 Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

pengelolaan pasar desa? 

2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Dalam peran Pemerintah Desa Kota 

Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan SP 2 Berdasarkan Perda 

Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan pasar desa ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam 

Pengelolaan Pasar Desa Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 

tentang pengelolaan pasar desa 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Dalam peran 

Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Desa 

Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan 

pasar desa .  
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E. Kegunaan Penilitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

pemahaman dan wawasan serta menjadi penerapan ilmu pengetahuan yang 

telah didapatkan selama perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan agar memberikan informasi kepada 

pihak-pihak agar mengetahui penerapan Pengelolan Pasar Rabuan SP 2 

Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. 

 

F. Sistem Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai 

sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum 

maka penulis menggunakan sistematikan penulisan hukum. adapun 

sistematika hukum ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Berisikan pendahulan yang menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penilitian, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis mengenai 

pengertian Pemerintahan, Pemerintahan Desa, Pengelolaan, 

Pasar, Perspektif Fiqh Siyasah dan Penilitian Terdahulu 
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BAB III  :  METODE PENILITIAN 

  Dalam bab ini berisikan uraian tentang jenis penilitian, 

spesifikasi penilitan, metode penentuan sampel, metode 

pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian 

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai peran 

Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan 

Simpang 2 Berdasarkan Perda Kampar Nomor 3 Tahun 2015 

tentang pengelolaan pasar desa dan apa yang menjadi hambatan 

mengenai pengelolaan Pasar Rabuan Simpang 2 yang ada di 

Desa Kota Bangun   

BAB V  :  PENUTUP 

  Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dalam 

pembahasan pada bab IV dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pemerintahan 

a. Definisi Pemerintahan 

Dari segi bahasa atau berdasarkan pendekatan Etimologis, kata 

“pemerintah” atau “pemerintahan”, pada kedua kata tersebut berasal 

dari suku kata “perintah” yang memiliki arti sesuatu yang harus 

dilaksanakan. Dan untuk kata “memerintah” diartikan sebagai 

menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari suatu 

negara, jadi kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah 

pada suatu negara. Pemerintah dapat juga diartikan sebagai suatu 

badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Di dalam kata tersebut 

dapat disimpul beberapa unsur yang menjadi ciri-ciri khas dari 

“perintah”, yaitu: 

a) Adanya suatu keharusan, menunjukkan suatu kewajiban untuk 

melaksanakan apa yang diperintahkan; 

b) Adanya dua pihak, yaitu yang memberi dan menerima perintah;
10

 

c) Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang 

menerima perintah; 

d) Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.
11
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  Haudi, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Solok: Cv Insan Cendekia Mandiri, 2021), 

Cet-1, h. 1. 
11

  Ibid, h. 2. 
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Di beberapa negara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan: 

Inggris menyebutnya “Government” dan Perancis menyebutnya 

“Gouvernment”, kedua- nya berasal dari perkataan Latin “Gubernacalum”. 

Dalam bahasa arab disebut “Hukumat”. Di Amerika Serikat disebut 

“Administration”, sedangkan di Belanda mengartikan “Regering” sebagai 

penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan 

keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara 

dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.  

Jadi “Regeren” digunakan untuk pemerintahan pada tingkat 

nasional atau pusat. “Bestuur” diartikan sebagai keseluruhan badan 

pemerintah dan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan usaha 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dikenal Binnenlandsbestuurs 

(Pemerintahan Dalam Negeri) dan Algemeenstuurs Dients (Pemerinatahan 

Umum atau Pemerintahan Pusat yang merupakan Korps Pamong Praja).  

Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tujuan negara, 

pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan pemerinatahan dalam suatu 

negara. Di sini pengertian “pemerintah” dan “pemerintahan” dipakai 

dalam arti yang luas. 

Pemerintahan dalam arti yang luas terbagi berdasarkan ajaran Trias 

Politica dari Montesquieu yang terdiri atas;
12
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  Rahman Mulyawan, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Bandung: UNPAD Press, 

2015), Cet-1, h. 7. 
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a) Pembentukan undang-undang (legislative power atau wetgeving). 

b) Pelaksanaan (executive power atau uitvoering). 

c) Peradilan (judicial power atau rechtsprak).
13

 

b. Peran dan Fungsi Pemerintah 

Salah satu pendapat yang berhubungan dengan peran pemerintah di 

antaranya dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo bahwa peran 

pemerintah terutama ditujukan dalam dua bidang, yaitu memberikan 

pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat bagi 

perkembangan kegiatan masyarakat itu sendiri.
14

 

Fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (service), 

pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).Fungsi 

pemerintah dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikat tujuan negara 

pada mulanya, yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak 

terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri. Kemudian seiring semakin 

kompleksnya kebutuhan masyarakat maka negara memerlukan suatu 

institusi yang mengatur kepentingan itu.  

Pemerintah merupakan personifikasi negara, sedangkan birokrasi 

dan aparaturnya merupakan personifikasi pemerintah. Ungkapan tersebut 

mungkin terlalu sederhana dan tidak
15

 dapat dipungkiri bahwa pihak yang 

paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari 

adalah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan 

yang dirumuskan oleh pemimpin politik. 
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  Ibid, h. 8. 
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  Dian Cita Sari,dkk, Manajemen Pemerintahan,(Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), h. 

16. 
15

  Ibid, h. 17. 
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Berkaitan dengan fungsi pemberdayaan, Taliziduhu Ndraha 

mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti 

empowering dan dalam arti enabling. Dalam arti empowering, 

pemberdayaan, yaitu pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat 

untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan 

masa depannya, jadi bersifat politik. Dalam arti enabling, pemberdayaan, 

yaitu proses belajar untuk meningkatkan ability, capacity, dan capability 

masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka sendiri 

dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional. 

Sedangkan fungsi pembangunan (development), Taliziduhu 

Ndraha  berpendapat bahwa fungsi pembangunan bukanlah fungsi hakiki 

pemerintahan, melainkan fungsi ad interim, sementara masyarakat belum 

mampu membangun diri sendiri. Konsep development hanya dikenakan 

pada ”Dunia Ketiga”, dikelola menurut development administration yang 

diajarkan oleh negara-negara donor (negara maju) kepada kliennya di 

seluruh dunia. Tanpa pinjaman (hutang), tidak ada pembangunan. 

Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi 

pelayanan dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, 

yaitu fungsi pemerintah sebagai provider (penyedia) jasa-jasa publik yang 

tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan civil dan layanan 

birokrasi. Fungsi sekunder, yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan 

yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi 

sendiri.
16
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2. Pemerintahan Desa 

a. Definisi Desa 

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata  “Swadesi” yang 

berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom.“Desa” di 

Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, 

seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial 

Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang 

berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya 

tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya 

desa desa di daerahdaerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan di kemudian 

hari ditemukan juga  desadesa  di  kepulauan  luar Jawa yang kurang lebih 

sama dengan desa yang ada di Jawa. 

Proses transformasi atau perubahan pada pemerintahan desa 

sebagai akibat berlakunya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, berdampak terhadap perubahan terhadap struktur 

dan perubahan terhadap tindakan sosial yang dilakukan oleh komunitas di 

dalam struktur
17

 pemerintahan. Jadi, perubahan sebagaimana yang 

diharapkan oleh kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah harus 

didukung secara insitusional maupun secara individual dan sosial. Hal 

tersebut terkait dengan kedudukan  pemerintahan desa sebagai salah satu 

unsur dari sistem sosial.
18
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  Ramlan, dan Eka, Hukum Pemerintahan Desa,(Medan: Enam Media, 2021), h. 12. 
18

  Ibid, h. 13. 
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Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk 

pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa, Pada Pasal 1 ayat 

(2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian 

tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni; ”Pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.” 

Berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintahan desa 

seperti tersebut di atas, maka perlu dipahami beberapa hal yang terkait 

tentang desa tersebut, yakni; 

a) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

b) Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan 

masyarakat setempat. 

c) Pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

Terkait dengan kajian tentang pemerintahan desa, maka untuk 

menilai tentang UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagai suatu fokus kajian dan analisis dalam tu lisan ini juga diperlukan 

adanya suatu perbandingan dengan UndangUndang yang berlaku 

sebelumnya, yakni UndangUndang
19

 Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya juga mengatur tentang desa. 

Pada pasal 200 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa 
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  Rahyunir Rauf,dan Sri, Pemerintahan Desa, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 

2015),Cet-1, h.19. 
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pemerintahan desa adalah; terdiri dari peme rintah desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, desa memiliki empat domain 

dan kewenangan; pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang 

melahirkan perspektif yang melihat bahwa desa adalah entitas atau 

kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan 

(mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat).
20

 

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. 

Kepala desa dan perangkatnya bertugas menyelenggarakan pemerintahan 

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa 

dan pemberdayaan masyarakat desa guna peningkatan pemerataan dan 

keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki desa. 

b. Pengelolaan Dalam Pemerintahan Desa 

Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup 

perencanaan pemerintahan, pengorganisasian atau kelembagaan 

pemerintahan, penggunaan sumber-sumber daya, pelaksanaan urusan 

rumah tangga pemerintahan dan urusan pemerintahan umum, serta 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan 

dalam bidang pemerintahan desa. Pasal 8, PerMenDes No. 1 Tahun 2015 

menyebutkan ada 21 kewenangan dalam bidang pemerintahan yang 
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  Joko Purnomo, Penyelenggara Pemerintahan Desa, (Yogyakarta: Infest, 2016), h. 6. 
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dimiliki oleh desa.  Kewenangan lokal berskala desa di bidang 

pemerintahan desa meliputi:  

a. Penetapan dan penegasan batas desa;  

b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;   

c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;   

d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;  

e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor 

non pertanian;  

f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan 

kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;  

g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut  

lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 

h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;  

i. Penetapan organisasi pemerintah desa;  

j. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;  

k. Penetapan perangkat desa;  

l. Penetapan BUM Desa;
21

 

m. Penetapan APB Desa;  

n. Penetapan peraturan desa;  

o. Penetapan kerja sama antardesa;  

p. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa; 

q. Pendataan potensi desa; 
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 Ibid, h. 13. 



20 

 

 

r. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;  

s. Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, 

konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan  

kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;   

t. Pengelolaan arsip desa;   

u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.  

Selain menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah desa juga 

menjalankan tugas-tugas rutin pemerintahan di tingkat desa, yaitu pelayanan 

administrasi masyarakat desa (surat pengantar KTP, surat keterangan tidak 

mampu, surat lainnya). Kewenangan tersebut harus dikelola secara partisipatif, 

transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara 

umum pengelolaan pemerintahan desa mencakup beberapa aspek sebagai 

berikut, antara lain:  

1. Perencanaan pemerintahan desa. 

Pemerintah desa harus merencanakan berbagai program dan 

kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga pemerintahan, 

pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, 

dan pemberdayaan masyarakat melalui penyusunan perencanaan 

pembangunan desa (RPJM Desa dan RKP Desa). Setelah memiliki 

dokumen perencanaan pembangunan desa, selanjutnya pemerintah desa 

menyusun perencanaan anggaran (RAPB Desa).  
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2. Pengorganisasian kelembagaan pemerintahan desa. 

Pemerintah desa melakukan pengorganisasian kelembagaan yang 

ada di desa, mengatur pola hubungan dengan pemerintah desa dengan
22

 

tujuan menjadi mitra dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pelibatan 

peran-peran kelembagaan masyarakat desa dalam pelaksanaan 

pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa mutlak 

diperlukan.  

Peranan kelembagaan desa (pemerintah desa, badan 

permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka 

penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan 

pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan. Pada era 

reformasi hal tersebut semakin menguat dibandingkan era orde baru. 

Perubahan ini sejalan tuntutan dan kebutuhan perubahan paradigma 

pembangunan dari “membangun desa” ke “desa membangun”.  

3. Penggunaan sumber-sumber daya pemerintahan desa (sumber daya 

aparatur, sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya sosial, 

keuangan, dan peralatan). 

Dalam konteks ini, pemerintah desa mengelola sumber-sumber 

daya yang ada di desa termasuk sumber daya aparatur pemerintah desa. 

Pembagian tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa sangat 

diperlukan untuk menunjang kinerja pemerintahan yang optimal. Selain itu 

pengorganisasian sumber daya, aset dan potensi yang ada di desa untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

                                                             
22

  Ibid, h. 14. 



22 

 

 

4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi 

permusyawaratan masyarakat harus menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksakan tugas pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat. Musyawarah 

Desa sebagai instrumen pengambilan keputusan bersama di tingkat desa 

harus dijalankan untuk menciptakan suasana kehidupan pemerintahan 

yang demokratis dan partisipatif.   

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 perangkat desa terdiri dari 

sekretaris desa, kaur-kaur, dan kepala wilayah (kadus). Dalam 

menjalankan otonomi daerahnya, pemerintah daerah dituntut untuk 

menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu 

mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan 

pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang 

dimiliki masing-masing daerah.
23

 

3. Pengelolaan 

a. Definisi Pengelolaan 

Menurut KBBI pengelolaan dari kata dasar kelola, mengelola/ 

mengendalikan; menyelenggarakan (pemerintahan dan sebagainya); 

terkelola/ dikendalikan (diselenggarakan, dijalankan, diurus) dengan baik 

(tentang perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya); pengelola/orang 

yang mengelola; pengelolaan/ proses, cara, perbuatan. mengelola; 
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1) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga 

orang lain;  

2) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 

organisasi; 

3) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
24

 

Nugroho  mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan instilah 

yang di pakai dalam menejemen. Secara etimologi istilah pengelolaan 

berasal dari kata “kelolah” (to manage)yang biasanya merujuk pada proses 

mengurus atau menangani sesuatu yang untuk mencapai tujuan tertentu. 

Jadi pengelolaan merupakan ilmu menejemen yang berhubungan dengan 

proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan 

tertentu yang ingin di capai. 

 Sedangkan menurut Syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai 

fungsi menejemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. 

Pendapat Pramudji mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada 2 

faktor yaitu : 

a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang meruba sesuatu sehingga 

menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. 

b. Pengelolaan sebagai perubahan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu 

agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan. 
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Selanjutnya Admusudirjo mendefinisikan bahwa:Pengelolaan 

adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang 

menurut sesuatu perencanaan diperlukan untuk menyesuaikan suatu tujuan 

tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan 

pada proses pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya 

untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah 

dibuat. Lebih lanjut Moekijat mengemukakan pengertian pengelolaan 

adalah :Suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, 

pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang di lakukan untuk 

menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan 

manusia dan sumber-sumber lain.
25

 

b. Unsur-unsur Pengelolaan 

Dalam kegiatan pengelolaan, ada unsur yang saling terkait untuk 

mencapai tujuan, antara lain: 

a) Organisasi 

Kegiatan untuk mengelompokkan dan mengembangkan 

kerangka kerja, hubungan kerjasama antar pekerja untuk mencapai 

tujuan tertentu. Organisasi sendiri memiliki 2 ciri utama, yaitu: 

1. Bersifat statis 

Organisasi merupakan wadah untuk melaksanakan tugas 

dan wewenang secara mandiri memposisikan individu secara 

struktural dan fungsional sesuai dengan keahliannya. 
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2. Bersifat dinamis 

Organisasi adalah pembagian tugas dan wewenang serta 

adanya komunikasi dalam kerjasama. 

b) Manajemen 

Manajemen adalah kegiatan yang berfungsi untuk 

merencanakan, mengorganisasikan, membina, menggerakkan, dan 

mengawasi dengan tujuan agar terjalin kerjasama yang baik telah 

ditentukan untuk dapat dicapai. Menurut Henry Fayol pengelolaannya 

didukung oleh beberapa fasilitas yang harus ada, antara lain:Man 

(manusia), Money (anggaran), Method (sistem kerja), Material 

(peralatan pendukung), Machine (peralatan teknologi), Market 

(pemasaran). 

c) Komunikasi 

Komunikasi yaitu kegiatan menyampaikan informasi dan 

gagasan dari satu orang ke orang lain timbal balik, baik formal maupun 

informal. 

d) Informasi 

Informasi yaitu kegiatan mengumpulkan dan mengolah 

berbagai informasi objektif diperlukan dalam upaya kolaboratif. 

e) Personilia 

Kegiatan mengatur dan mengelola penggunaan Sumber Daya 

Manusia (SDM) diperlukan untuk upaya kolaboratif. 
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f) Persediaan 

Persediaan ini meyangkut kegiatan perencanaan, pengadaan, 

penataan dan penggunaan kegiatan peralatan kerja dalam usaha 

koperasi agar penggunaannya efektif dan efisien. 

g) Hubungan Masyarakat (humas) 

Kegiatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari 

lingkungan lingkungan internal dan eksternal terhadap usaha koperasi. 

c. Tujuan Pengelolaan 

Tujuan pengelolaan adalah semua sumber daya yang tersedia 

seperti sumber daya manusia, peralatan atau fasilitas yang ada di suatu 

organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari 

semua pemborosan waktu, tenaga dan materi mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Pengelolaan diperlukan dalam segala hal organisasi, karena tanpa 

pengelolaan atau pengelolaan semua bisnis akan sia-sia dan mencapai 

tujuan akan semakin sulit. Ada beberapa tujuan pengelolaan, yaitu: 

a. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. 

b. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling 

menguntungkan bertentangan. Pengelolaan diperlukan untuk menjaga 

keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan aktivitas yang saling terkait 

konflik kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu 

organisasi. 

c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Pekerjaan sebuah organisasi 

dapat diukur dengan berbagai cara, satu cara umum yaitu efisiensi dan 

efektivitas. 
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d. Fungsi Pengelolaan 

Menurut John D. Millet, fungsi pengelolaan adalah sebagai proses 

mengarahkan dan memberikan fasilitas kerja kepada orang-orang yang 

terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. 

Henry Fayol mengemukakan bahwa ada 5 fungsi pengelolaan yaitu 

Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Commanding 

(pemberian perintah), Coordinating (pengkoordinasian), dan Controlling 

(pengawasan). Sedangkan menurut Harold Koonts dan Cyril O‟Donnel, 

fungsi pengolaan dibagi menjadi 5 yaitu Perencanaan (planning), 

Pengorganisasian (pengorganisasian), Staffing (pekerjaan), Directing 

(Langsung), dan Controlling (pengawasan). Menurut George R Terry, 

fungsi pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

dan pengendalian.  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa 

pengelolaan sumber daya manusia adalah suatu proses yang berkaitan 

dengan praktik pengelolaan atau fungsi manajemen yang berperan penting 

dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan individu, institusi, atau 

organisasi atau perusahaan.  

e. Pengelolaan yang Baik 

Pengelolaan yang baik merupakan landasan bagi perkembangan 

setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintah, perusahaan, serikat 

pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini 

menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki 

alat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas suatu 
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lembaga dalam menetapkan aturan, membuat keputusan, dan 

mengembangkan program dan kebijakan yang mencerminkan pandangan 

dan kebutuhan anggota. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting 

untuk memastikan organisasi berjalan sesuai dengan kepentingan 

anggotanya. 

Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengelolaan yang 

baik meliputi: 

a. Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta dan upaya untuk 

menghubungkan fakta satu sama lain, kemudian membuat perkiraan 

dan prakiraan tentang situasi dan merumuskan tindakan untuk masa 

depan jika diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

b. Pengorganisasian (Organizing) diartikan sebagai kegiatan menerapkan 

segala kegiatan yang harus dilakukan antar kelompok kerja dan 

menetapkan wewenang dan tanggung jawab tertentu sehingga terwujud 

kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

c. Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan semua anggota 

kelompok agar mereka dapat bekerja secara sadar untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola 

organisasi. 

d. Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai proses menentukan apa 

yang dicapai, mengukur dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan dan bila 

perlu mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan pelaksanaan agar 

dapat berjalan sesuai rencana.
26
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4. Pasar  

a. Definisi Pasar 

Pengertian tentang pasar menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan 

transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan 

ekonomi masyarakat .Seiring dengan perjalanan waktu, pasar 

diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. 

Pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan 

tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya, 

yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha 

kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar. 

Di sisi lain pengertian pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat 

mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi 

atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan 

harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara 

pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat 

yang berbeda.
27

 

Menurut Sukirno , pasar adalah suatu tempat dimana para penjual 

dan para pembeli melakukan interaksi. Pasar desa merupakan salah satu 

dari pasar tradisional, hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa, yang 
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menyatakan bahwa pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan 

di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan 

masyarakat Desa.
28

 

Pengertian pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan 

dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat 

setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama 

lain sejenisnya, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, 

dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui 

tawar menawar. 

Berbagai macam barang tersedia di pasar rakyat. Mulai dari 

kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, sayuran, 

daging, buah-buahan dan lain sebagainya. Sampai saat ini pasar rakyat 

masih menjadi tempat yang disukai masyarakat untuk berbelanja 

kebutuhan sehari-hari. Bahkan pasar rakyat tidak kalah pamor dengan 

pasar-pasar modern. Hal ini dikarenakan pasar rakyat memiliki tempat 

yang strategis dan luas, kelengkapan barang yang dijual serta harga yang 

murah dan bisa melakukan proses tawar menawar. 

Kegiatan perekonomian yang terjadi di pasar pada umumnya 

berdasarkan persaingan bebas antara pembeli maupun penjual. Penjual 

atau produsen memiliki kebebasan
29

 untuk memproduksi, menjual ataupun 

mendistribusikan barang maupun jasa. Demikian halnya dengan pembeli 

yang juga memiliki kebebasan untuk membeli atau memilih suatu barang 

dan jasa sesuai dengan kemampuan daya belinya. 
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b. Fungsi Pasar 

Beberapa fungsi pasar tradisional yang berhasil penulis rangkum di 

antaranya; 

1) Sebagai perantara untuk menyampaikan barang dan jasa kepada 

konsumen. Pasar merupakan salah satu wadah vital untuk menampung 

kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan jual beli di pasar akan berjalan 

dengan baik bila suplai barang dan jasa juga berjalan dengan lancar. 

Keterlambatan akan suatu barang atau jasa akan mengakibatkan 

kelangkaan akan suatu barang. 

2) Distribusi hasil produksi. Pasar juga berperan sebagai distributor untuk 

semua sumber daya. Untuk setiap barang atau jasa, pasar akan 

menyalurkan pembayaran kepada setaip pelaku pasar. Barang atau jasa 

dengan produktifitas tinggi juga akan menerima pembayaran yang 

paling banyak. 

3) Mengorganisir produksi. Fungsi pasar yang ketiga adalah pasar sebagai 

organisator untuk mendapatkan metode produksi yang lebih efisien. 

Pengusaha selaku pelaku ekonomi akan selalu mencari metode 

produksi yang tepat sehingga menghasilkan produk yang maksimal. 

Kemudian pasar sebagai distributor menjadi wadah untuk para
30

 

pengusaha/produsen untuk mendistribusikan hasil produksi kepada 

pembeli. 

4) Mengadakan penjatahan. Pasar juga melakukan penjatahan akan setiap 

barang dan jasa yang tersedia. Pembeli akan mendapatkan jatah barang 
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dan jasa sesuai dengan kemampuan daya belinya. Sehingga, pembeli 

dengan penghasilan lebih atau daya beli kuat akan mendapatkan jatah 

barang dan jasa yang juga lebih banyak. 

5) Penyediaan barang/jasa untuk masa mendatang. Pasar juga berfungsi 

sebagai penyedia barang dan jasa untuk masa mendatang atau fungsi 

tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi berguna untuk 

pengadaan barang dan jasa dimasa mendatang. 

6) Pasar Tradisional mempunyai fungsi dan peranan yang tidak hanya 

sebagai tempat berdagang tetapi lebih dari itu sebagai peninggalan 

kebudayaan yang ada sejak zaman dahulu (Heritage).
31

 

5. Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Fiqh Siyasah Dusturiyah ialah siyasah yang berhubungan dengan 

peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan 

kekuasaan, suksesi kepemimpinan , hak-hak dasar warga negara ,dan lain-lain, 

dalam istilah lain disebut konstitusi.
32

 

A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam fiqih siyasah 

dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 

pihak lain serta kelembagaan-kelembagan yang ada dalam masyarakatnya. 

Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di 

dalam fiqih siyasah ini biasanya dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi 

persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
33
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Siyasah Dusturiyah Meliputi antara lain: 

1. Siyasah Tasyri’iyyah syar’iyyah (siyasah tentang pembentukan dan 

penetapan hukum yang sesuai dengan syariat islam). 

2. Siyasah qadha’iyyah syari’iyyah (siyasah tentang peradilan sesuai dengan 

syariat islam). 

3. Siyasah idariyah syar’iyyah (siyasah tentang adminstrasi yang sesuai 

dengan syariat islam). 

4. Siyasah tanfidziyah syar’iyyah (siyasah mengenai penyelenggara 

pemerintahan atau eksekutif).
34

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian 

terdahulu  yang relevan dengan permasalahan Peran Pemerintahan Desa 

Tentang Pengelolaan Pasar Desa: 

1. Penelitian yang dilakukan Novitri Hartilena (2021) dengan judul penelitian 

“Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa Di Desa 

Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu” tujuan 

penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan pemerintaah desa dalam 

pengelolaan pasar desa di Desa Sikebau Jaya Kecamatan Rokan IV Koto 

Kabupaten Rokan Hulu. Hasil dari penellitian ini ialah bahwasanya 

ditemukan hambatan yang terkit sarana dan prasarana pendukung pasar 

seperti lahan parkir, kamar mandi , tempat pembungan sampah masih 

belum ada sehingga pengelolaan pasar menjadi kurang optimal dan 

pedagang maupun pembeli menjadi kurang nyaman. 
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2. Penelitian yang dilakukan Miftahul Huda (2020) dengan judul “Analisis 

Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Di Desa Parit 

Pudin Kecamatan Pangabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat” tujuan 

penelitin ini ialah untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam 

pengelolaan pasar tradisional di Desa Parit Pudin Kecamatan Pangabuan 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa 

pengelolaan pasar Desa Parit Pudin, menunjukan manajemen pengelolaan 

yang cukup baik, namun kurang maksimal . hal ini dilihat pada 

pengawasan dari penanggungjawab yang msih mengandalkan ketua 

pengelola pasar dalam hal pengecekan pasar, keamanan pasar, kebersihan 

pasar, dan penarikan retribusi pasar sehinnga tidak terlihat anggota-

anggotanya yang aktif. Dengan hal itu membuat nanti kedepannya 

pengelola pasar akan tidak terurus. 

 

  



 

35 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara atau jalan. 

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, 

yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos 

berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara 

kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata research yang berarti penelitian, 

penyelidikan.
35

 Jadi, Penelitian adalah jenis yang digunakan untuk mengumpulkan 

dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu 

topik.
36

 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan  secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
37

 

Adapun langkah-langkah metode penelitian yang sebagai berikut: 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif atau 

penilitian lapangan dengan jenis penilitian yuridis empiris yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode dengan mendapatkan datanya dari 
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hasil pengamatan langsung dilokasi penelitian, data didapatkan dari hasil 

wawancara.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) Dalam 

penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Desa Kota Bangun, 

Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Penulis memilih lokasi 

ini,karena dari pengamatan yang dilakukan adanya kendala dalam pengelolaan 

Pasar Rabuan SP 2 Desa Kota Bangun. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala 

Desa, Sekretaris Desa, Ketua BumDes, Pengelola Pasar dan pedagang 

pasar. 

2. Objek Penelitian 

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Peran 

Pemerintah Desa Kota Bangun Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang 

Dua (SP 2) Berdasarkan Perda Kampar No 3 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Pasar Desa Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. 

 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
38

 Adapun yang 
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menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala Desa Kota Bangun, Sekretaris 

Desa Kota Bangun, Ketua  BumDes,  pengelola pasar Rabuan Kota Bangun 7 

orang . 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang mewakili populasi tersebut.
39

 Jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah penulis dengan mengambil secara keseluruhan dari populasi yaitu, 

Kepala Desa Kota Bangun,Sekretaris Desa, Ketua BumDes, pengelola pasar 

Rabuan Desa Kota Bangun 7 orang. 

 

E. Sumber Data 

Sumber data dalam penilitian ini terdapat 3 jenis data yaitu : 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

objeknya. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung 

dengan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian, pengumplan data primer merupakan bagian internal dari proses 

penelitian dan sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. 

Data primer antara lain: observasi,wawancara, dokumentasi,dan studi 

pustaka.
40

 Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diporelah 

langsung dari responden wawancara langsung dengan orang yang 

bersangkutan mengenai Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Desa 

Kota Bangun . 
                                                             

39
  Ibid, h. 81. 

40
  Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 

120. 
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2. Data Sekunder, yaitu data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekuder adalah sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data 

sekunder ini sifatnya mendukung keperluan data primer seperti yang 

diperoleh dari hasil kajian dengan membaca buku-buku, literature dan 

bacaan, dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan 

masalah yang diteliti.
41

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

1. Pengamatan (Observation) adalah pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penilitian dan kegiatan seharian manusia dengan 

menggunakan pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. 

2. Wawancara (Interview) adalah sebuah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman wawancara. 

3. Dokumentasi (Dokumentation) metode dokumentasi adalah metode untuk 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.
42

 

 

                                                             
41

  Ibid, h. 121. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. 

Bineka Cipta, 2010), Cet-14, h. 274. 
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G. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data yang digunakan. 

dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang 

diperoleh diolah secara sistematis. 

Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, 

dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga 

membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, 

sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.
43

 

 

H. Teknik Penulisan 

a. Metode Deduktif, Metode deduktif, adalah penarikan kesimpulan dari 

keadaan keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.
44

 

b. Metode induktif, adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-

hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum.
45

 Dengan 

menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum. 

c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah 

yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa 

sehingga dapat ditarik kesimpulannya. 

                                                             
43

 Lexy. J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. 

ke-36, h. 2. 
44

 W.J.S Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, (Balai Pustaka, 2006) hlm 

273. 
45

 Ibid, hlm 444. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Pemerintah Desa Kota 

Bangun dalam pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua berdasarkan Perda 

Kampar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa menurut 

Perspektif Fiqih Siyasah, maka penulis menarik kesimpulan bahwa : 

1. Peran pemerintah Desa Kota Bangun dalam pengelolaan yang dilakukan 

pihak desa Kota Bangun sudah berjalan baik tetapi belum maksimal, hal 

ini dibuktikkan bahwasanya pemerintah desa Kota Bangun telah membuat 

pengurus dalam mengelola pasar rabuan tersebut. Tetapi dalam 

menentukan kebijakan-kebijakannya belum optimal seperti, penyediaan 

lahan parkir yang jauh dari pasar, pengurusan banguan kios yang belm 

memenuhi syarat IMB, serta pengutipan retribusi yang belum optimal. 

Kemudian terkait dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa 

Kota Bangun masih berfokus kepada pembangunan yang tidak terlalu 

berpengaruh yang seharusnya lebih terfokus ke pembangunan toilet umum 

yang sudah beberapa tahun terbengkalai dan penyediaan air bersih yang 

tidak pasti. 

2. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah terkait dengan pengelolaan pasar desa 

Rabuan Desa Kota Bangun ini sejalan dengan yang dicontohkan Islam 

dalam Al-Hisbah sebagaimana lembaga tersebut lembaga yang berfungsi 

melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar seperti 
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mengawasi harga, takaran atau timbangan, praktek jual beli terlarang, dan 

lain lain, agar sesuai dengan tuntunan syariat.  

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Desa Kota Bangun dan pengelola pasar Rabuan 

diharapkan agar mennngkaan kinerjanya secara menyeluruh dalam segala 

aspek sehingga pasar dapat berjalan lebih optimal. 

2. Bagi Pemerintah Desa Kota Bangun diharapkan agar membuat kebijakan 

yang sesuai dengan kemaslahatan umum serta kedepannya pasar Rabuan 

ini bisa lebih maju dan berkembang. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

 Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman 

observasi yang disusun dengan bertujuan mempermudah saat melakukan 

penelitian. Pedoman observasi mengenai “ Peran Pemerintah Desa Kota Bangun 

Dalam Pengelolaan Pasar Rabuan Simpang Dua Berdasarkan Perda Kampar No 3 

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pasar Desa Berdasarkan Perspektif Fiqih 

Siyasah”, sebagai berikut: 

1. Letak Pasar Rabuan Simpang Dua Desa Kota Bangun. 

2. Mengamati pembangunan infrastruktur yang ada di Pasar Rabuan Simpang 

Dua Desa Kota Bangun. 

3. Mengamati pemberdayaan lahan parkir di Pasar Rabuan Simpang Dua Desa 

Kota Bangun. 

4. Mengamati dan menganalisis pemeliharaan pasar dari pengelola pasar rabuan. 

5. Mengamati aktivitas yang ada di dalam Pasar Rabuan Simpang Dua Desa 

Kota Bangun 

6. Mengamati pemberdayaan fasilitas di area pasar Rabuan. 

7. Mengamati kebijakan dari pemerintah Desa Kota Bangun terkait Pasar 

Rabuan. 
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